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ABSTRAK 

Nama  :  Irsan Tambunan 

Nim  : 11 210 0058 

Skripsi ini berjudul “Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam  Membagi Harta 

Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan” adapun permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan 

oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan, apa faktor yang mempengaruhi 

hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan dan 

apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua 

dengan hukum Islam di Desa Aek Pardomuan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengambil data dari 

lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif. 

Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua tidak 

berdasarkan ketentuan hukum Islam (syari’at Islam). Sehingga menimbulkan 

perselisihan, dan terputusnya tali persaudaraan diantara saudara-saudaranya karena 

tidak ada keadilan dalam membagi harta tersebut. Sebab anak laki-laki tertua tentu 

mengambil bagian yang banyak seperti tanah yang luas. Dan apabila saudara-

saudaranya sudah mendapat bagian masing-masing maka sisa pembagian jatuh 

ketangan anak laki-laki tertua tanpa membagi kembali harta warisan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk 

melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum islam yang ditunjuk 

oleh peraturan-peraturan yang jelas (Nash-Nash yang Shahih). Selama peraturan 

tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan hukum agama islam wajib 

dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah 

ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. 

Demikian pula halnya mengenai hukum fara’id tidak ada satu 

ketentuanpun (Nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut 

ketentuan fara’id itu tidak wajib.
1
 

Mengingat pembagian harta warisan yang menimbulkan akibat-akibat 

yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris. 

Sagat sering kita perhatikan seseorang menghalalkan berbagai cara untuk 

mendapatkan harta benda tersebut. Termasuk dalam merebut harta warisan dari 

orang tua dan kerabatnya, kenyataan demikian itu telah ada dalam sejarah ummat 

manusia hingga sekarang ini terjadi kasus-kasus waris dipengadilan baik 

dipengadilan agama maupun negeri. 

                                                 
1
Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: 

SinarGrafika, 2008), hlm. 3. 
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Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan seseorang 

sejak lahir sampai dengan meninggal dunia dan bukan hanya sampai disitu. 

Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya akan menjadi 

objek kajian dalam Islam, kemana harta tersebut, dan siapa yang berhak 

menerima. Dalam ilmu kewarisan Islam ada satu cabang ilmu yang membahas 

khusus tentang waris yaitu: Ilmu Fara’id. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari 

karena setiap orang pasti meninggalkan warisan kepada keluarganya.
2
 

Dalam pandangan hukum Islam, pembagian harta warisan telah ditetapkan 

dalam kitab suci al-Qur’an, pembagian harta warisan tersebut berdasarkan hukum 

Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: [ 4 ] 11: 

                                 

                                  

                                 

                                     

               

 

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu : Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 

dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 

lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 

                                                 
2
Anshari Taslim, Ilmu Waris,( Jakarta: Hanif, 2006), hlm. 1. 
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mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3
 

 

Dari ayat di atas Allah SWT telah menentukan pembagian harta warisan 

untuk anak-anak mu sebagai ahli waris dan berapa banyak harta warisan yang 

berhak ia terima jika kedua orangtuanya telah meninggal dunia, yaituseorang 

anak laki-laki sama bagiannya dengan dua orang anak perempuan. Akan 

tetapi,jika anak perempuan saja terdiri dari dua orang atau lebih maka mereka 

mendapat 2/3 bagian harta peninggalan. Namun, jika anak perempuan itu hanya 

seorang saja maka bagiannya hanya ½ harta peninggalan dan bagian dua orang 

ibu bapak masing-masing mendapat 1/6 dari harta peninggalan apabila sipewaris 

meninggalkan anak.Namun, apabila sipewaris tidak meninggalkan anak dan 

diwarisinya ibu bapaknya maka ibunya 1/3 yaitu jika tidak ada bagiannya 

beberapa saudara atau seorang saudaranya. Namun, jika sipewaris tidak 

meninggalkan anak tetapi ada bagianya beberapa saudara atau seorang saudara 

dan mewarisinya ibu bapaknya, maka bagian ibunya 1/6 dari pelaksanaan 

pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum 1 sampai 6 itu sudah 

dibayar wasiat dan hutang sipewaris, Ibu bapak kamu dan anak-anak kamu tidak 

kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemamfaatannya kepadamu.  

                                                 
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya  (Bandung: CV Penerbit J-Art 

2004), hal. 78. 
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Demikianlah ketentuan Allah yang fardhu kamu ikuti, bahwa 

sesunggunya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. 

Uraian di atas menetapkan bagian harta warisan dari harta peninggalan 

orang tua, yang diwariskan kepada ibu dan anak-anaknya. Dalam pembagian 

harta warisan anak laki-laki lebih banyak menerima harta warisan dari pada anak 

perempuan, dimana pembagian harta warisan dua berbanding satu. Anak laki-laki 

mendapat dua dan anak perempuan mendapat satu. 

Namun prakteknya di dalam masyarakat penulis menyaksikan sebahagian 

masyarakat Desa Aek Pardomuan tidak ada yang menjalankan pembagian harta 

warisan sesuai dengan syariat Islam. Pembagian harta warisan tidak dibagikan 

langsung walaupun salah satu dari kedua orangtua sudah meninggal. Akan tetapi 

harta warisan baru dibagikan apabila kedua orangtua meninggal. Setelah 

meninggal kedua orangtua harta warisan tersebut tidak dibagikan kepada ahli 

waris, padahal banyak ahli waris yang membutuhkan harta tersebut, tetapi yang 

dinamakan semua harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua dikarenakan 

anak laki-laki tertua lebih bertanggung jawab dalam memelihara, menjaga dan 

membagi harta peninggalan tersebut. 

Pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi pembagian harta warisan 

sepenuhnya dibebankan kepada anak laki-laki tertua dalam membagi harta 

warisan. Setelah pembagian harta warisan dilakukan oleh anak laki-laki tertua 

kapada saudara-saudaranya tanpa menghitung terlebih dahulu berapa nilainya dan 
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berapa bagian proporsi masing-masing dari ahli waris sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Dimana harta warisan itu hanya dibagikan 

kepada saudara-saudaranya yang sudah menikah. Sedangkan yang belum 

menikah harta warisannya tidak dibagikan kepadanya dan hartanya dikuasai anak 

laki-laki tertua sebelum ia menikah. 

Setelah melakukan penelitian penulis melihat kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat Desa Aek Pardomuan, yang turun-temurun membagi harta warisan 

berdasarkan hukum adat sampai sekarang ini. Menurut mereka harta yang 

ditinggalkan oleh orangtua jatuh ketangan anak laki-laki tertua untuk menjaga, 

memelihara dan membaginya.  

Dalam ketentuan pembagian harta warisan seperti di atas, dapat 

menimbulkan perselisihan. Sebab pembagian harta warisan yang dilakukan anak 

laki-laki tertua tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam (syari’at islam). Dari 

ketidak ada keadilan dalam membagi harta warisan yang dilakukan anak laki-laki 

tertua kepada saudara-saudaranya. Sehingga dapat mengakibatkan terputusnya 

tali persaudaraan atau hubungan kekeluargaan dan silaturrahim di antara saudara-

saudaranya, karena bagian harta warisan yang diterima oleh saudaranya yang satu 

tidak sama dengan bagian harta warisan yang diterima oleh saudaranya yang lain 

atau tidak adanya keadilan dalam pembagian harta warisan yang dibagikan oleh 

anak laki-laki tertua tersebut. 
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Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul: HAK ANAK LAKI-LAKI TERTUA 

DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM 

ISLAM DI DESA AEK PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA 

SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua di 

Desa Aek Pardomuan? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi hak nak laki-laki tertua dalam membagi harta 

warisan di Desa Aek Pardomuan? 

3. Apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak laki-laki 

tertua di Desa Aek Pardomuan ditinjau dari hukum Islam?    

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksaanaan hak anak laki-laki tertua dalam 

membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak anak laki-laki tertua dalam 

membagi harta warisan di Desa Aek Pardomuan. 
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3. Untuk mengetahui apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilakukan 

oleh anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardomuan ditinjau  dari hukum islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penulis untuk melaksanakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan para pembaca umumnya 

dalam masalah hukum hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan 

ditinjau dari hukum islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. 

2. Sebagai bahan perbandingan kepeda peneliti lain yang berkeiginan membahas 

pokok permasalahan yang sama. 

3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan 

Syariah dan Ilmu Hukum dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

padangsidimpuan. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kesimpangsiuran pengertian 

dan penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan dan memberikan batasan 

istilah sebagai berikut: 

1. Hak adalah kekuasaan untuk memiliki sesuatu karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan dan sebagainya.
4
 

                                                 
4
Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 253. 
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2. Harta adalah sesuatu yang digandungi tabiat manusia dan memungkinkan 

untuk di simpan hingga dibutuhkan atau segala zat yang berharga, yang 

bersipat materi dan berputar di antara manusia.
5
 

3. Warisan adalah suatu harta peninggalan yang secara hukum Syariah, yang 

berhak diterima oleh ahli warisnya atau semua harta yang ditinggalkan.
6
 

F. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan studi terdahulu penulis melihat tidak ada ditemukan 

kesesuaian dengan pembahasan yang akan dibahas penulis seperti judul ini. Akan 

tetapi banyak penulis terdahulu yang membahas tentang pembagian harta warisan. 

Seperti yang dibahas oleh saudara Muhammad Zam Zam dengan judul 

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Bottot 

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, saudara Dedi Miswar Harahap 

dengan judul penelitian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan 

Pertimbangan Harta Ekonomi Ahli Waris Di Kelurahan Sangkunur Kecamatan 

Angkola Sangkunur. 

Pada pembahasan-pembahasan yang sudah ada seperti di atas penulis 

melihat tidak ada kemiripan dengan pembahasan yang akan dilakukan penulis, 

dan jelas berbeda dalam objek kajian dan pembahasannya, jadi disini penulis akan 

membahas tentang: Hak Anak Laki-Laki Tertua Dalam Membagi Harta Warisan 

                                                 
5
Ibid.,hlm. 258. 

6
Muhammad  Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2006), hlm. 618. 
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Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi 

ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, 

Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan. 

BaB II adalah membahas tentang Landasan Teori yang terdiri dari: 

Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, Sebab-Sebab 

Mendapat Harta Warisan, Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan, Macam-

Macam Harta Warisan dan Asas-Asas Hukum Waris.  

BAB III adalah membahas tentang Metodologi Penelitian yang 

terdiridari: Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, 

Sumber Data,Tehnik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV adalah membahas tentang Hasil Penelitianya itu terdiri dari: 

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Anak Laki-Laki Tertua dalam 

Membagi Harta Warisan Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hak 

Anak Laki-Laki Tertua dalam Membagi Harta Warisan dan Apakah Sesuai 

Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Anak Laki-Laki Tertua di Desa 

Aek Pardomuan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Analisis Penulis. 
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BAB V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris 

1. Pengertian Waris 

Pengertian waris berasal dari bahasa Arab yaitu: بٔسث -ٌشث -ٔسث  artinya 

mewarisi, warisan, pusaka. Dalam bentuk jamaknya adalah (انًٕاسث), yang 

berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli 

warisnya.
1
 Dalam pengertian lain,waris menurut bahasa adalah proses 

peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.
2
 

Menurut Abdurrahman  kewarisan adalah “Hukum yang mengatur 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya 

masing-masing.
3
Tirkah menurut bahasa ialah yang ditinggalkan oleh 

seseorang dan secara istilahnya adalah seluruh yang ditinggalkan si mayit 

berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.
4
 Tirkah belum bisa 

dikatakan sebagai harta warisan karena harta warisan itu adalah bagian dari 

tirkah tersebut. Jadi harta, tirkah belum bisa dibagikan kepada ahli waris. 

                                                 
1
Dian Khoirul Usmam, Fiqih Mawaris, (Bandung:Cv Pustaka Setia,2006), hlm. 11. 

2
Suparman Usman  dan yusup Sowaminata,  Fiqih Mawaris Hak kewarisan Islam, 

(Jakararta: Gaya Media Pratama,1997), hlm .13. 
3
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi Press Sindo, 

(Jakarta, 1992, hlm.1198. 
4
Addys Aldizar dan Faturrahman, Hukum waris, Senayah Abadi Fublishing, (Jakarta: 

Senayah Abadi Fublishing, 2004), hlm. 76. 
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Apabila seseorang meninggal dunia tidak terlepas dari apakah si mayit 

mempunyai tirkah atau tidak. Seandainya dia mempunyai tirkah, maka tirkah 

tersebut berkaitan erat dengan lima hak yaitu:Biaya-biaya perawatan mayit, 

hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, hutang-hutang mursalah, 

wasiat, harta warisan.
5
 

Mawaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal 

mengenai hubungan harta kekayaannya. Harta peninggalan beralih 

kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian selama tidak ada hutang 

atau wasiat.
6
 Selanjutnya M.Idris Ramulyo menjelaskan bahwa “ Hukum 

Waris islam adalah perpindahan harta benda dari yang meninggal dunia 

kepada yang masih hidup berdasarkan al-Qur‟an dan hadist dari Nabi 

Muhammad SAW. Pengertian tersebut meliputi pengertian pewaris, benda 

pewarisan, dan ahli waris. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan hukum waris Islam adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur 

perpindahan harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang meninggal 

dunia kepada yang masih hidup, mengenai harta yang ditinggalkannya, 

hutang, wasiat menurut ketentuan yang ada. 

 

 

                                                 
5
Ibid.,hlm. 68. 

6
Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh „ala al-Majahib al-Khamisah Terjemahan Arif 

Muhammad Lentera Basitama, (Jakarta: , 1994), hlm. 277. 
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2. Dasar Hukum Waris 

Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam yang ajaran-ajarannya 

mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan aturan yang jelas tentang 

masalah waris. Karena itu al-Qur‟an sebagai sumber hukum Islam memuat 

hal-hal yang berhubungan denganwaris, diantaranya: 

a. Q. S, An- Nisa [ 4 ]: 7 dan 11. 

                             

                      

 

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. 

 

                                 

                                  

                                    

                                   

                     

 

Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu :Bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua[273], maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua 

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 
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orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 

ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari 

Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

 

b. Sunah Rasulullah SAW: 

عٍ ابى يٕس سضً الله عُّ اَّ سئم عٍ ابُة بٍ ٔ اخت ف قبل نلا بُة انُصف ٔنلاخت انُصف 

ٔئت  ابٍ يسعٕد فسٍتب بعًُ فسئلا بٍ يسعٕد ٔ اخبش بقٕل ابًٕسى, فقبل نقذ ضههت ارأيب اَب يٍ 

س تكًهة انًٓتذٌٍ, اقضى فٍٓب بًب قضى انُبً صهى الله عهٍّ ٔسهى نلا بُة انُصف ٔلا بُة لا بٍ انسذ

انثهثٍٍ, ٔيب بقً فلاخت, فبخبش ابٕ يٕسى بقٕل ا بٍ يسعٕد فقبل لا تسب نةٌ يبداو ْزا انحبش فٍكى. 

 )سِٔ انبخشي( 

Artinya: Dari Abu Musa r.a., bahwa sanya ia ditanya tentang anak 

perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari saudara 

perempuan. Lalu beliau bersabdah: “Bagi seorang anak 

perempuan separoh, bagi anak perempuan dari anak laki-laki 

seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, sedang sisanya bagi 

saudara perempuan” Abu Musa diberi kabar tentang perkara Ibnu 

Mas‟ud, lalu ia berkata: “ Janganlah kamu menanyakan kepadaku 

selama hadis ini ada padamu”. ( HR. Shahih Bukhari) 

  

Walaupundemikian, penerapan masih menimbulkan wacana pemikiran 

dan pembahasan dikalangan pakar hukum Islam kemudian dirumuskan dalam 

bentuk ajaran yang bersifat normatif.Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan 

diabadikan dalam lembaran kitab fiqih serta menjadi pedoma bagi ummat 

Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan waris. 
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Para fukaha mendefenisikan fara‟id sebagai untuk mengetahui orang 

yang menerima pusaka, orangyang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar 

yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.
7
 

Pada dasarnya pewaris merupakan proses berpindahnya harta 

peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan 

tetepi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsur 

tidak lengkap, menurut Hukum Perdata Barad terdapat tiga unsur  warisan, 

yaitu:
8
Orang yang meninggalkan harta, Harta warisan dan Ahli waris. 

c. Ijtihad 

Meskipun al-Qur‟an dan Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci 

mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masil diperlikan 

adanya ijtihad yaitu: Terhadap hal-hal yang tidak ditemukan dalam al-Qur‟an 

maupun al-Hadis. Ijtihad para sahabat Imam Mazhab dan Mujtahid mempunyai 

arti peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan 

hukummawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih.
9
 

Sebagaimana dalam pasal 176 KHI yang berdasarkan hukum Islam 

yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang dia mendapat separoh 

bagian dan bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua 

                                                 
7
 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Riski 

Putra, 1999), hlm. 6. 
8
 Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 

15. 
9
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), hlm. 22 
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pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.
10

 

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa al-Qur‟an, Hadis, Ijtihad dan 

pasal 176 membuat KHI sebagai sumber hukum Islam yang telah membuat 

suatu ketetapan yang jelas tentang masalah waris. Dengan demikian dasar 

hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 176 KHI. 

B. Syarat dan Rukun Waris 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. 

Sebagianmengikuti rukundan sebagian berdiri sendiri. 

Rukun pembagian harta warisan ada tiga yaitu 

1. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang 

mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwarris benar-benar telah 

meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmy) 

atau secara taqdiry berdasarkan pemikiran. 

a. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan 

dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 

b. Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan 

hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam 

kasus seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahui dimana  

dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui 

                                                 
10

 Instruksi Presiden RI KHI Bab III Pasal 176 (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 

Hlm.252. 
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upaya-upaya tertentu, dia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

c. Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 

Misalnya kerena dia ikut ke medan perang, atau tujuan lain secara 

lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui 

kabarberitanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa dia telah meninggal, 

maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal dunia.
11

 

2. Al-Waris atau ahli warisadalah orang-orang yang berhak mendapat harta 

peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan 

jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan 

muwarris.
12

 Sedangkan menurut KHI pasal 171 hurub c, Waris (ahli waris) 

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah 

atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena 

hukum untuk menjadi ahli waris.
13

Ahli waris dapat digolongkan menurut segi 

bagian-bagiannya yaitu: 

a. Ahli Waris Zawilfurud 

Ahli waris Zawilfurud adalah ahli waris yang mempunyai bagian 

tertentu yang telah ditentukan dalam al-Quran.Adapun besar bagiannya 

mulai dari ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.
14

 

                                                 
11

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998,), hlm. 22-23. 
12

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1975), hlm. 36. 
13

Instruksi Presiden RI KHI Bab I Pasal 171. 
14

 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Op. Cit., hlm. 49. 
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Ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Quran diantaranya 

terdapat dalam surah An-Nisa‟: 11 sebagaimana yang dicantumkan di atas. 

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya:  

1) Hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian:  

a) Anak perempuan tunggal saja mendapat ½.  

b) Anak perempuan atau lebih yaitu 2/3 dari harta warisan. 

c) Anak perempuan bersama anak laki-laki dengan bandingan 

pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang 

perempuan. 

2) Hak ibu dan ayah dengan uraian: 

a) Ibu/bapak masing-masing menerima 1/6 bila pewaris meninggalkan 

anaknya. 

b) Ibu menerima 1/3 bila pewaris tidak ada meninggalkan anak. 

c) Ibu menerima 1/6 bila pewaris tidak meninggalkan anak namun 

memiliki beberapa orang saudara. 

3) Ayah dan ibu dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama. 

Dalam surah an-Nisa: [ 4 ]: 12 terdapat beberapa garis hukum 

kewarisan Islam, diantaranya: 

                      

                       

                              
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                         

                              

                               

          

 

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi 

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. 

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Penyantun.
15

 

 

Dari ayat di atas dapat diketehui berapa bagian tiap-tiap ahli waris 

sebagai berikut:   

1) Hak suami dan isteri dengan uraian: 

                                                 
15

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya  (Bandung: CV Penerbit J-Art 

2004), hlm. 78. 
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a) Suami  yang kematian istri menerima hak ½ bila istrinya  tidak 

meninggalkan anak dan ¼ kalau istrinya meninggalkan anak. 

b) Istri yang kematian suaminya menerima ¼ bila suaminya tidak 

meninggalkan anak dan 1/8 jika sang suami meninggalkan anak. 

2) Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalala dengan uraian: 

a) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima 

sebanyak 1/6. 

b) Bila saudara lebih banyak dari seorang, mereka bersama mendapat 1/3. 
16

 

b. Ahli waris „asobah 

Ahli waris „asobah adalah ahli waris yang tidak tertentu bagiannya.Ahli 

waris „asobah ini kalau sendirian tidak bersama-sama dengan ahli waris 

zawilfurud maka semuanya menjadi kepunyaannya. Kalau bersama-sama 

dengan  ahali waris zawilfurudmaka bagiannya ialah sisa harta warisan setelah 

dikurangi bagian ahli waris zawilfurud. Jika tidak ada sisanya sama sekali maka 

dengan sendirinya mereka juga tidak mendapat apa-apa dari harta warisan.
17

 

Adapun macam-macam ahli waris „asabah ada tiga macam yaitu: 

 

 

 

                                                 
16

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT. Kencana, 2004), hlm. 203-

204. 
17

Moh.Anwar, farai‟id Hukum Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya, (Surabaya: 

Alkhlas, 1981), hlm. 25. 
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1) Asobah bi nafsih 

Yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak 

menerima bagian „asobah.
18

 Adapun ahli waris asobah bi nafsih ini 

semuanya laki-laki terdiri dari 13 orang;
19

 kecuali mu‟tiqah (majikan yang 

telah memerdekakannya), yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-

laki, ayah, kakek shahih (dari garis ayah), saudara laki-laki kandung, saudara 

laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki 

dari saudara laki-laki seayah, paman kandung (saudara laki-laki dari ayah), 

paman seayah (sudara laki-laki yang seayah dengan ayah), anak laki-laki 

dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, mu‟tiq atau 

mu‟tiqah (Majikan yang telah memerdekakannya). 

2) Asobah bi al-Gair 

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk 

menjadi asobah dan bersama-sama menerima „subah ataupun sisa.
20

Apabila 

ahli waris penerima sisa tidak ada maka dia tetap menerima dengan bagian 

tertentu tidak menerima sebagai asobah.
21

Ahli waris Asobah bi Al-Gair 

tersebut adalah: 

a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. 

                                                 
18

Ibid.,hlm.60. 
19

 Ibrahim Al-Bajuri, Al-Bajuri „Ala Ibn Qasim Al-Qazda Jus II, (Surabaya: Al-Hidayah, 

1258 H), hlm. 68. 
20

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris,Op., Cit.,hlm. 345.  
21

 Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris,Op.,Cit.,hlm. 61. 
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b) Cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama-sama dengan cucu laki-laki 

(dari anak laki-laki). 

c) Saudara perempuan kandung bersama-sama dengan saudara lai-laki 

kandung. 

d) Saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah. 

3) Asobah mal‟Al-Gair 

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk 

menjadi asobah tetapi ahli waris lain yang bukan penerima bagian asobah, 

apabila ahli waris lain tadi tidak ada maka dia tetap menerima bagian 

tertentu.
22

„Asobah  ma‟al-gair ini diterima ahli waris: 

a) Saudara perempuan sekandung karena bersama dengan anak perempuan 

atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya seorang 

meninggal dunia ahli waris terdiri dari atas anak perempuan saudara 

perempuan kandung dan ibu, maka masing-masing mendapat bagian:
23

 

1) Anak perempuan menerima ½ 

2) Saudara perempuan kandung menjadi „asobah 

3) Ibu menerima 1/6 

b) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu 

perempuan.misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari anak, 

                                                 
22

  Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Op.,Cit.,hlm.347. 
23

 Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris, Op.,Cit.,hlm.62. 
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cucu perempuan dari anak laki-laki dan dua orang saudara perempuan seayah, 

maka bagian masing-masing adalah: 

1) Anak perempuan menerima ½ 

2)  Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima 1/6 

3) 2 orang saudara seayah menjadi „asobah 

c) Ahli waris zawil arham 

Menurut ulama-ulama faraid zawil arham adalah para ahli waris 

selain zawil furud dan asibah baik anak laki-laki maupun perempuan dan 

baik seorang maupun berbilang.
24

Oleh karena itu tidak berhak menerima 

harta warisan sepanjang ada ahli waris zawil furud dan asobah.
25

 

3. Al-maurus atau al-miras yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi 

biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Fatchur 

Rahman, mendefenisikan (tirkah) atau peninggalan adalah harta kekayaan 

yang ditinggalkn oleh orang yang meninggal dunia (muwarris) yang 

dibenarkan syari‟at untuk dipusakai oleh para ahli ahli waris (waris),
26

 yang 

meliputi: 

a) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai. 

b) Hak-hak atas kebendaan,misalnya hak irigasi pertanian. 

c) Hak-hak immaterial, misalnya hak syuf‟ah (privilege). 

                                                 
24

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris,Op., cit., hlm. 351 
25

 Ahmad Rofiq,Fiqih Mawaris, Op.,Cit.,hlm.65.  
26

 Fatchur Rahman,Op.,Cit.,hlm. 36. 
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d) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, 

hak gadai yang sesusai syari‟ah).
27

 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf e, 

harta warisan ( Maurus) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.
28

 

C. Sebab-Sebab Mendapat Harta Warisan 

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam 

adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris 

berasal dari kata bahasa arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang 

ditinggal  atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan 

persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang- orang yang berhak 

untuk menerima pusaka dari harta  yang ditinggalkan oleh si mati,dan populer 

diistilahkan dengan ahli waris.Yang menjadi sebab seseorang itu mendapat 

warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklafikasikan sebagai berikut:
29

 

 

 

 

                                                 
27

Ibid.,hlm. 37. 
28

Intruksi Presiden RI KHI Bab I Pasal 171. 
29

Suhrawardi K Lubis. Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm. 55-56. 
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1. Karena hubungan perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan 

adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang 

termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit. 

2. Kerena adanya hubungan darah 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan  (menjadi ahli waris) disebabkan 

adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, 

yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, 

cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain. 

3. Karena memerdekakan si mayit 

Seseorang dapat memperoleh harta waruisan (menjadi ahli waris) dari si mayit 

disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal 

ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. 

4. Karena sesama Islam 

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris 

sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, 

dan lebih lanjud akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.
30

 

D. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan 

Adapun  yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan 

(hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara 

garis besar dapat diklasifikasiakan kepada:
31

 

                                                 
30

Ibid., 
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1. Halangan Kewarisan 

Dalam hal hukum kewarisan Islam,yang menjadi penghalang bagi si 

pewaris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut: 

a. Pembunuh 

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh ahli waris terhadap si 

pewarismenjadi penghalangan baginya (ahli waris yang membunuh 

tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. 

b. Karena perbedaan/berlainan agama 

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaannya 

agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang 

muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula dengan 

sebaliknya. 

2. Karena Adanya Kelompok Keutamaan dan Hijab 

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal 

pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya 

anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak yang 

dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak 

dibandingkan dengan kakek. kelompok keutaan ini juga dapat disebabkan 

kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari 

saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis 

penghubung yaitu (dari ayah dan ibu) sedangkan saudara sebapak dan seibu 

                                                                                                                                           
31

Ibid., hlm. 56-61. 
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hanya dihubungkan oleh hanya satu garis penghubung yaitu (ayah atau ibu 

saja). 

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini 

dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga tertutup 

(terdingding atau terhijab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam 

hukum waris islam dikenallah “lembaga hijab”.
32

 

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka dapatlah disimpulkan 

bahwa lembaga hijab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk 

menjadi ahli waris yang berhak, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli 

waris) yang lebih utama dari padanya (untuk lebih memudahkan dalam 

mempelajari lembaga hijab ini kaitannya dengan ahli waris akan dibahas secara 

tersendiri). 

E. Macam-Macam Harta Warisan 

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah SWT, untuk 

harta warisan yaitu” apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli 

Ushul Fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri 

dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik 

benda gerak, maupun benda tidak bergerak. 

1. Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi 

karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta; seperti hak 

lewat umum atau atau hak pengairan. 

                                                 
32

Ibid.,  hlm. 62. 
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2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak 

mencabut pemberian kepada seseorang. 

3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak 

khiyar ( pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah teransaksi). 

4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak 

ibu untuk menyusukan anaknya.
33

 

F. Asas-Asas Hukum Waris 

Hukum waris Islam ialah “hukum yang mengatur segala sesuatu yang 

berkenaan dengan pengalihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya”.
34

 Asas-asas kewarisan islam 

dapat digali dari keseluruhan ayat alquran dan sunnah yang terjelma dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Asas-asas yang dimaksud terdiri dari:
35

 

1. Asas Ijbari 

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung 

arti bahwa “peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli 

warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa 

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya”. Unsur memaksa 

(ijbari) dalam hukum waris islam terutama dapat dilihat dari kewajiban ahli 

                                                 
33

Loc.Cit., hlm. 209-210. 
34

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.  
35

Moh Muhibbin. Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009,), hlm. 
22-29. 
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waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya 

sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah diluar kehendaknya sendiri.
36

 

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari pasal 171 huruf a dan b kompilasi 

hukum Islam menetapkan asas ijbari dalam kewarisan Islam sesuai dengan 

prinsip bahwa pengalihan harta warisan bersifat memaksa dalam arti sejak 

warisan terbuka hukumnya wajib untuk dibagikan kepada ahli waris yang 

berhak dan pembagiannya itu berpatokan kepada ketentuan yang telah pasti. 

Berdasarkan sifat memaksa ini pasal 188 kompilasi hukum islam 

menyatakan:“Para ahli waris secara bersama-sama atau perseorangan dapat 

mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lainnya untuk melakukan harta 

warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak memyetujui permintaan 

tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui 

pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”. 

Berdasarkan asas ijbari yang disebutkan diatas dapat dipahami bahwa 

warisan islam bersifat wajib dilaksnakan sesuai dengan ketetapanAllah. Dalam 

hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak ahli waris atau 

pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si 

meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. 
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2. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam hukum islam adalah “seseorang yang menerima 

hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-

laki maupun perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 

12, 176”. 

Dalam al-Qur‟an surah an-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang anak 

laki-laki mendapat warisan dari ayahnya dan juga ibunya. Dia mendapat waris 

dari kedua orangtuanya.
37

 Didalam ayat 11 dijelaskan bahwa anak perempuan 

berhak menerima waris dari orangtuanya sebagaimana anak laki-laki, dengan 

perbandingan bagian seorang anak laki-laki dua orang anak perempuan. Ibu 

berhak mendapat harta waris dari anaknya, baik dari anak laki-laki maupun 

anak perempuan seperenam bagian. 

Jadi antara anak laki-laki dan perempuan dalam mewarisi harta 

peninggalan orangtuanya terdapat kedudukan satu sama lainnya. Namun 

berkenaan dengan besarnya jumlah para ahli waris, kompilasi mempertahankan 

pada surah an_Nisa ayat 11 yang telah menjadi standar dalam kewarisan islam. 

Hal ini telah tampak dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam yang 

berbunyi:Anak perempuan bila hanya seorang dia mendapat separoh bagian, 

bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, 
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dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan dengan anak  laki-laki 

adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
38

 

3. Asas Individual 

Asas individual dimaksudkan bahwa dalam hukum waris islam, harta 

waris dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. 

Untuk itu dalam pelaksannanya “seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai 

tertentu yang kemudiaan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak 

menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.Setiap ahli waris berhak 

atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain”. Hal ini 

disebabkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan.
39

 

Adapun rincian atas asas individual dalam hukum waris ini dapat 

dipelajari dalam al-Qur‟an surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut: 

a. Bahwa seorang anak laki-laki itu mendapat dua kali bagian anak 

perempuan. 

b.  Bila anak perempuan itu dua atau lebih bagiannya dua pertiga dari harta 

peninggalan. 

c. Jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta 

peninggalan. 

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa 

setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 

                                                 
38
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kewajiban, dan pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang wajib 

dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas 

peninggalannya. Jadi dalam pelaksanaanya harta dinyatakan dalam nilai 

tertentu, kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. 

Sedangkan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini 

dengan menyatakan: Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu 

melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan 

keputusan hakim atau atas usul anggota keluarganya.
40

 

Walaupun demikian asas individual tetap diutamakan dengan 

mengadakan perhitungan terhadap harta masing-masing ahli waris memelihara 

harta orang-orang yangbelum pantas mengusahakannya dan mengembalikan 

harta itu kepadanya pada waktu dia telah cakap bertindak atas bagian harta 

warisannya. 

4. Asas Berimbang 

Keadillan dalam hukum waris Islam bermakna “keseimbangan antara 

kewajiban dan hak. Artinya hak atau bagian yang diterima masing-masing ahli 

waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-

masing terhadap keluarga”. Diataranya adalah bagian-bagian laki-laki lebih 

banyak dari bagian anak perempuan adalah karena laki-laki memiliki tanggung 

jawab besar dibandingkan dengan anak perempuan. 
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Asas keadilan berimbang dalam hukum waris, dapat dikatakan baik 

laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang 

mewarisi harta yang ditinggalkan mati oleh si pewaris, seperti dalam al-Qur‟an 

surah an-Nisa ayat 7 dalam ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

hak yang sama dalam hak kewarisan, hanya saja dalam surah an-Nisa ayat 11 

diatur bahwa laki-laki mendapat dua bagian anak perempan. 

Hak perempuan yang diterima oleh ahli waris pewaris pada hakekatnya 

merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap ahli waris keluarganya 

(ahli waris). Hingga kadar yang diterima ahli waris berimbang dengan 

perbedaan tanggung jawab seseorang. 

Oleh karena itu, bagian yang diterima masing-masing ahli waris 

berimbang dengan perbedan tanggungjawab masing-masingterhadap keluarga. 

Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarga, untuk mencukupi 

kebutuhan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. 

Dengan kaitan lain ketetapan masing-masing ahli waris dan penetapan 

ahli waris didalam pasal-pasal kompilasi menunjukkan keadilan yang sesuai 

dengan kedekatan hubungan dan besarnya beban dan tanggungjawabmasing-

masing. 

5. Asas Akibat Kematian 

Akibat kematian, asas yang menyatakan bahwa waris ada apabila ada 

kematian seseorang. Dengan demikian menurut hukum waris Islam pengalihan 
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harta seseorang kepada orang yang disebut “waris” terjadi setelah orang yang 

mempunyai harta itu meninggal dunia.
41

 

Hal ini berarti, bahwa harta waris seseorang tidak dapat beralih kepada 

orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk 

peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara 

langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya 

tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut kompilasi hukum Islam. 

Kompilasi yang berdasarkan al-Qur‟an danAssunnahjuga secara ketat 

menggunakan asas ini dalam uraian pasal-pasalnya. Dalam pasal 171 kompilasi 

hukum Islam pada huruf b mengatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat 

meninggal itu dinyatakan meninggal berdasarkan putusan hakim bagi yang 

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
42

 

MenurutKHI pada bab II pasal 174 Kelompok-kelompok ahli waris 

terdiri dari: 

a. Menurut hubungan darah 

1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah,anak laki-laki,saudara laki-laki, 

paman dan kakek 

2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan dan nenek 
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b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda dan janda. 

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya 

anak, ayah,ibu,jandaatau duda.
43

 

Menurut KHI babIII pasal 176,  anak perempuan bila hanya seorang ia 

mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama mendapat 

2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, 

maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 

perempuan.
44
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Data Geografis 

1. Batas Wilayah Penelitian 

Secara geografis Desa Aek Pardomuan terletak  di dalam  wilayah  

Kecamatan Angkola Sangkunur  Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi 

Sumatera Utara yang luas wilayah adalah 1385 Hadimana 80% berupa daratan 

yang bortopografi berbukit-bukit, ada 20% daratan dimanfaatkan sebagai 

lahan pertanian  yang dimanfaatkan untuk persawahan tanah hujan yang 

berbatasan dengan:  

a. Sebelah  Utara  Berbatasan  Dengan Bandar Tarutung 

b. Sebelah  Selatan Berbatasan Dengan  Tindoan Laut 

c. Sebelah  Barat Berbatasan Dengan Simataniari 

d. Sebelah  Timur Berbatasan Dengan Batu Godang 

Desa Aek Pardomuan mempunyai jumlah penduduk 1431 jiwa, yang 

terdiri dari laki-laki: 787 jiwa, perempuan: 644 orang dan  263 KK, yang 

terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut: 

2. Data Kependudukan Dan Mata Pencaharian 

Berdasarkan data Statistik di Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur tahun 2015, jumlah penduduknya 263 KK yang terdiri 

dari laki-laki 787 orang dan perempuan 644 orang. Secara umum penduduk 

laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. 
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Tabel1. 

Masyarakat Desa Aek Pardomuan Berdasarkan Tingkat Usia 

N

O 

TINGKAT 

UMUR 

LAKI-

LAK

I 

PEREMPU

AN 

JUM

L

A

H 

1 0-10 tahun 190   110  300 

2 11-20 tahun 105   125  230 

3 21-30 tahun 150     72  222 

4 31-40 tahun  55    70  125 

5 41-50 tahun 62   50 112 

6 51-60tahun 115    81  196 

7 61 Ke-Atas 110   136  246 

 Jumlah 787   644 1431 

Sumber: Data Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur Tahun 2015. 

Dilihat dari tabel di atas masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur di dominasi oleh penduduk muda. Hal ini dilihat dari 

tabel di atas penduduk usia 0-10 tahun yangpaling banyak, kemudian usia 11-

20 tahun, dan 21-30 tahun. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan 

Masyarakat muda di Desa Aek PardomuanKecamatan Angkola Sangkunur 
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sangat tinggi. Sedangkan Penduduk tua sangat sedikit jumlahnya, jika 

dibandingkan dengan penduduk muda. Rata-rata penduduk perrumahtangga 

sebesar 4,62. Dengan kepadatan Masyarakat  sebanyak 1431 orang dalam 

angka 2014. Rata-rata artinya di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur sekitar 3-4 jiwa per rumah tangga.
1
 

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Desa Aek Pardomuan 

Kecamatan Angkola Sangkunur pada umumnya adalah petani sebagaimana 

terlihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Aek Pardomuan 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1 Petani 415 orang   55,55 %  

2 PNS    5 Orang   0, 66 % 

3 Pedagang  25 orang   3, 34 % 

Jumlah 445 orang   59,55 % 

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur Tahun 2015 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat 

Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, yang paling banyak 

adalahsebagian besar petani yang berkisar 55,55 %. Dimana disini petaninya 

                                                 
1
Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015. 
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adalah petani sawah dan buruh kebun karet dan juga kelapa sawit. Sedangkan 

PNS hanya berkisar 0,66 %. Pedagang 3,34%. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur sebagian besar mata pencariannya adalah petani. 

3. Agama dan pendidikan 

a. Agama  

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Aek Pardomuan 

manyoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, 

sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan 

penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagian 

baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti 

masyarakat Desa Aek Pardomuan dalam kehidupannya masih kuat 

berpengang teguh sama adat istiadat, hingga sampai kepada pembagian 

harta waris yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua kepada saudaranya. 

Namun masyarakat Desa Aek Pardomuan merupakan masyarakat yang 

religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti 

sholat berjemaah di mesjid, sholat jum’at berjemaah, pengajian anak-anak 

dan adanya pengajian mingguan ibu-ibu seperti wirit Yasin. Dan dilihat 

daricara pemakaian masyarakat di Desa Aek Pardomuan pada umumnya 

masih berpakaian yang sopan. 

 Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal 

terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa Aek Pardomuan 
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menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Namun bila dilihat dari segi 

penduduknya dan kondisi wilayahnya di Desa Aek Pardomuan. Untuk 

sarana ibadah terdapat 2 mesjid dan 1 mushollah, karena masyarakat Desa 

Aek Pardomuan mayoritas muslim. Dan bila dilihat dari segi yang lain 

masyarakat di Desa Aek Pardomuan sagat antusias dalam melaksanakan 

kegiatan keagamaan seperti: Isrod Miq’rod dan Maulid Nabi. Namun bila 

dilihat dari segi pelaksanaan sholatnya masyarakat Desa Aek Pardomuan 

sebagian besar masih mengerjakan sholat sebagaimana yang dianjurkan 

dalam agama Islam. Dan sebagiannya masih sibuk dalam mengurusi 

pekerjaannya seperti: Mencari nafkah untuk membutuhi keluarganya: Dari 

segi pandang yang berbeda masyarakat Desa Aek Pardomuan, masih 

cendrung kepada kebiasaan (adat) sebagaimana dalam hal pembagian harta 

warisan yang jatuh kepada anak laki-laki tertua dalam membagi harta waris 

yang di tinggalkan kedua orang tua. Untuk lebih jelasnya masyarakat Desa 

Aek Pardomuan mayoritas memeluk Agama Islam. 

b. Pendidikan 

Berdasarkan data pendudukan Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur tahun 2015, Masyarakat Desa Aek Pardomuan 

Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat penduduk yang masih sekolah 

sekitar 25% dari total jumlah penduduk yang ada. Tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Aek Pardomuan  Kecamatan Angkola Sangkunur masih 
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lebih tinggi untuk Sekolah Dasar. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 4 

Tingkat Pendidikan Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur 

No Nama Sekolah  Jumlah total Persentase 

1 SD/ Sederajat 187 38,79% 

2 SLTP/Sederajat 160 33,12% 

3 SLTA/Sederajat 95 19,70% 

4 BelumSekolah 30 6,22% 

5 S1 10 2,07% 

6 S2  1 0,1% 

7 Jumlah 483 100% 

Sumber: Data ke Pendidikan Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur Tahun 2015 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Aek Pardomuan 

Kecamatan Angkola Sangkunur 6,22 % penduduknya belum sekolah, 34,65% 

mempunyai tingkat pendidikan sekolah dasar, 38,79% tingkat pendidikannya 

SLTP, 33,19% tingkat pendidikan masyarakatnya lulusan SMA, 19,70% tingkat 

perguruan tinggi 2,07% dan pasca sarjana 0,1%. 
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Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur terdapat satu buah Sekolah Dasar.
2
 Untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Angkola 

Sangkunur terdapat dua buah sekolah dan satu buah Sekolah Menengah  Atas. Dan 

untuk mereka yang ingin menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi/ 

universitas mereka menuju kota Padangsidimpuan dan sekitarnya, jaraknya 

lumayanjauh dari Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur 

diperkirakan ± 2 jam perjalanan untuk menuju Kota Padangsidimpuan. 

Berdasarkan keterangan di atas di Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dilihat dariangka 

di atas. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat lebih banyak. 

Banyaknya penduduk yang tingkat pendidikannya masih rendah yang dipengaruhi 

oleh budayadan sosial ekonomi. 

Sebagian Masyarakat di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur sudah menganggap bahwa pendidikan penting bagi anak-anak mereka. 

Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yangpergi menuntut ilmu keluar dari Desa 

Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur untuk melanjutkan pendidikan 

mereka ketingkat kuliah atau Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, 

Universitas yang berada di Padang Sidimpuan, dan kota-kota besar Sumatera, 

                                                 
2
Data Administrasi Desa Aek Pardomuan, Tahun 2016. 
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misalnya: Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Negeri Padang dan 

Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi.
3
 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada 22 

Februari 2016 sampai 25 September 2016 di Desa Aek Pardomuan 

Kecamatan Angkola Sangkunur. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai 

berikut. 

a. Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur merupakan Desa  

yangmasyarakatnya hitrogen tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan 

berbeda persepsinya masing-masing. Namun dalam tatanan adat istiadat 

didalam masyarakat tetap merujuk kepada ketua adat yang ada ditempat 

tersebut. 

Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur 

termasuk masyarakat taat dengan norma-norma dan adat istiadat yang masih 

kental dari hasil peninggalan orang-orang terdahulu. Tidak terkecuali dalam 

membagi harta warisan bagi harta yang ditinggal oleh sipewaris. 
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C. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Melihat data-data yang akan diambil dalam skripsi ini, maka penelitian 

skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yang bersifat 

kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari 

fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, 

berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, pelaksanaan, 

motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan kualitatif pada beberapa 

sub bahasan digunakan pendekatan kuantitatif sebagai upaya penyempurnaan 

dalam pengumpulan data.
4
 Dengan demikian akan menggambarkan bagaimana 

hak  anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan ditinjau dari hukum islam 

di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan desain penelitian dengan 

pendekatan rasionalistik, desain rasionalistik ini bertolak dari kerangka teoritik 

yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang 

dikenal, buah pikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi suatu yang 

                                                 
4
Sugiono,Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabreta, 

2009), hlm. 27. 
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mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti suatu yang mengandung 

sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut.
5
 

 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah data 

primer dan data skunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpukan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer 

dalam penulis ini adalah informasi penelitian dari masyarakat Desa Aek 

Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang mempunyai masalah dalam 

membagi harta warisan secara adat yang berlaku. Dengan memberikan 

pertanyaan-pertayaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban 

dari rumusan masalah dalam penelitian ini. 

2. Data Skunder 

Data ini merupakan data tambahan dan penunjang data primer. Yang 

penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk 

dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

                                                 
5
 Neog Muhadjir,Metode Pemikiran Kualitatif, (Yogyakarta: Raka Sarain, 1989), hlm. 

75. 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 

menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan. 

Untuk itu penulis menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil 

yang memuaskan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

a. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
6
 Di sini, penulis menggunakan wawancara tidak 

berstruktur dengan sampel yang telah dilakukan, maksudnya wawancara yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi dari semua responden, tetapi setiap 

susunan pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi saat wawancar. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung terdapat suatu objek 

dengan menggunakan seluruh  alat indera.
7
 Dalam observasi ini diusahakan 

mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang 

disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. Dalam 

garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan partisipasi pengamat. Jadi 

                                                 
6
 Sugiono, Op. Cit.,hlm. 231. 

7
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: PT 

RinekaCipta, 2006), hlm. 145. 
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partisipan dan tanpa partisipasi pengamat jadi non partisipan. Observasi 

sebagai partisipan adalah bahwa penelitian merupakan bagian dari kelompok 

yang ditelitinya, misalnya dia termasuk suku, bangsa, dia merupakan anggota 

perkumpulan, dan lain-lain. Sedangkan observasi non partisipan adalah 

penelitian bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya dia 

mengobservasi para pekerja tanpa menjadi pekerja dalam perusahaan.
8
 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi disini adalah mencari data berupa catatan,  buku, agenda, 

hasil wawancara, arsip foto dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud 

adalah mengambil data mengenai hak anak laki-laki tertua dalam membagi 

harta warisan ditinjau dari hukum islam di Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuannya agar tingkat 

perbandingan mengenai hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan 

yang ditinjau dari hukum islam dapat terlihat jelas. Dokumen tertulis lainnya 

dapat diperoleh dari buku-buku, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.
9
 

F. Tehnik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, 

yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, dan literatur-literatur 

                                                 
8
 S. Nasution, Metode Research (PenelitianIlmiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara,2003), 

hlm. 107-108  
9
Winarto Surakhmad, Pengantar Ilmu Dasar dan Tekhnik, (Jakarta: CV. Tarsito, 

1994), hlm. 70 
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yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan  sesuai dengan pembahasan. 

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis 

deskriftif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu: 

1. Data-data yang diperoleh dari masyarakat yang bermasalah dalam membagi 

harta warisan di atas, dibaca dan dipelajari. Kemudia dianalisis dan ditelaah 

untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana mestinya.
10

 

2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk 

dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang 

sama dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan 

dihubungkan dengan teori Formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau 

yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu 

pengetahuan.
11

 

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi 

teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji 

teori baru yang muncul dari data.
12

 Kemudian di interpretasikan untuk 

merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan 

dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural. 

                                                 
10

 Purnama Junaidi,Pengantar Analisis Data, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3. 
11

 Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), hlm. 38. 
12

Ibid.,hlm. 59. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Anak Laki-Laki 

Tertua Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten 

Tapanuli Selatan. 

Setiap individu atau kelompok berbeda cara pandang ketika melihat suatu 

kejadian atau perbuatan, perbedaan cara pandang terhadap suatu kejadian atau 

perbuatan tersebut disebabkan oleh faktortertentu seperti: faktor kurangnya ilmu 

pengetahuan,faktor  ekonomi, faktor adat istiadat, dan lain sebagainya. Begitu 

juga dalam hal pembagian harta warisan, ketika berbicara tentang harta warisan 

banyak di antara masyarakat Desa Aek Pardomuan yang berbeda pendapat atau 

pandangan umumnya dalam pembagian harta warisan. 

Desa Aek Padomuan merupakan Desa yang masyarakatnya berpegang 

teguh terhadap adat istiadat. Mulai dari tutur sapa, pernikahan, hingga sampai 

kepada pembagian harta warisan. Dimana pembagian harta warisan merupakan 

hak anak laki-laki tertua karena anak laki-laki tertua  paling bertanggung jawab, 

menjaga, memelihara dan sampai kepada membagikannya kepada saudaranya 

setelah ke dua orangtua mereka meninggal dunia. 

Hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan sering tidak adil. 

Misalnya anak laki-laki tertua sudah mengambil tanah yang ukurannya yang luas 

untuk dirinya sendiri, yang kemudian baru membagikan harta yang lain kepada 

para saudaranya. Setelah semua dapat bagian, maka sisa dari pembagian harta 
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tersebut otomatis jatuh ketangan anak laki-laki tertua. Karena dia yang tahu 

tentang seluk beluk harta peninggalan ke dua orangtua. Dari ketidak adilan itu 

menimbulkan perselisihan,  dan putusnya tali persaudaraan di keluarga mereka. 

Sebab proporsi yang diterima saudara-saudaranya tidak sama satu sama lain. 

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan  hasil wawancara tentang 

pembagian harta warisan berdasarkan hak anak laki-laki tertua dalam 

membagiharta warisan ditinjau dari hukum islam di Desa Aek Pardomuan 

Kecamatan Angkola Sangkunur yang dijadikan sebagai tempat dalam penelitian 

ini. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman 

masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur berbeda-beda. 

Pembagian waris di Desa Aek Pardomuan mencangkup 3 hukum yang 

diutamakan yaitu: 

1. Memakai hukum adat sebagai tombak pertama dalam menentukan waris. 

2. Memakai hukum Islam, sebab di Desa Aek Pardomuan sudah memeluk agama 

Islam, maka sebagian dari mereka memakai hukum Islam dalam pewarisan. 

3. Memakai hukum konvensional/hukum nasional, sebab bila hukum adat dan 

hukum Islam tidak ingin dipakai maka mereka memakai hukum nasional, 

namun hanya sebagian kecil saja.
1
 

 

                                                 
1
Basaruddin  Nasutian,tokoh adat, Wawancara,, Di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 

23 Februari 2016 
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Dalam hal waris penulis melihat dari situasi yang terjadi, masyarakat 

lebih dominan memakai hukum adat. Karena ahli waris ingin cepat memiliki hak 

waris dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua. Menurut hasil wawancara 

dengan bapak Maraganti Manungkalit, pembagian harta warisan oleh anak laki-

laki tertua sudah mentradisi dalam setiap diri masyakatnya, dan ada juga  

masyarakat Desa Aek Pardomuan yang membagi harta warisan secara hukum 

agama (islam), walau hanya sebagian kecil saja. Anak laki-laki tertua membagi 

harta warisan dengan cara menunjuk langsung harta yang mana yang menjadi 

bagian masing-masing saudaranya. Dan ada juga secara musyawarah hingga harta 

peninggalan dibagi rata, kadang juga pembagiannya tidak adil tergantung 

kehendak anak laki-laki pertama lebih mendapat banyak harta dari saudara yang 

lainnya.
2
 

Bapak Maralam Hasibuan mengatakan bahwa pembagian harta warisan 

jatuh ketangan anak laki-laki tertua ketika ke dua orangtua telah meninggal. Hal 

tersebut didasarkan kesepakatan sesuai dengan perubahan zaman. Banyak anak 

laki-laki yang tidak melaksanakan amanah dari orang tua ada juga anak laki laki 

yang tidak selalu bertanggung jawab terhadap harta warisan, ada juga anak laki-

laki yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarganya, 

adapula yang tidak selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah keluarga.  

                                                 
2
 Maraganti Manungkalit, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada 

Tanggal 25 Februari 2016 
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Dan menurut kebiasaan anak laki-laki tertua selalu mendapat harta 

warisan paling banyak dari saudara-saudaranya.
3
 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hak Anak Laki-laki Tertua dalam 

Membagi Harta Warisan. 

Masyarakat Desa Aek Pardomuan yang terletak di Kecamatan Angkola 

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu Desa yang terletak di 

Sumatera Utara. Yang mana masyarakatnya masih mengutamakan adat dalam 

penyelesaian berbagai masalah, seperti: Waris. Di Desa ini pembagian hak waris 

jatuh ke tangan anak laki-laki tertua sampai tiba masanya di bagi. 

Pada dasarnya manusia merupakan mahluk sosial yang berbaur satu sama 

lain dalam suatu wilayah/ kelompok tertentu, yang bekerja mencari nafkah, 

berkeluarga dan bergaul dengan sesama yang pada hakikatnya semua manusia 

akan sampai ke ujung kematian. 

Jika kedua orangtua telah meninggal dunia maka harta warisan jatuh ke 

tangan anak laki-laki tertua. Dan anak laki-laki tertua akan menguasai seluruh 

harta warisan dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara harta warisan 

tersebut. Sampai membagi harta warisan kepada saudara-saudaranya secara 

langsung tanpa menghitung berapa proporsi masing-masing ahli waris. Dan untuk 

membaginya kepada saudara-saudaranya, dimana anak tertua membagi harta 

warisan dengan cara bagi langsung tanpa menghitung berapa proporsi bagian dari 

                                                 
3
Maralam hasibuan, Kepala Desa, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 

01 Maret 2016 
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saudaranya. Dan apabila ada harta yangluasdanadasisa dari harta tersebut, 

otomatis anak laki-laki tertualah yang memperolehnya sesuai dengan adat istiadat 

yang berlaku. 

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Aek Pardomuan di atas 

dapat diketahui bahwa hak pembagian harta warisan jatuh pada anak laki-laki 

tertua. Hal itu sudah tidak asing lagi yang dilakukan masyarakat Desa Aek 

Pardomuan. Sering kali terjadi penyelesain pembagiannya tidak tepat. Sebagian 

masyarakat Desa Aek Pardomuan mengetahui pembagian harta warisan sesuai 

dengan anjuran al-Qur’an. Akan tetapi sagat sulit untuk menerapkannya di Desa 

Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Karena dalam penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan 

selalu mengutamakan musyawarah dan melibatkan para tokoh masyarakat seperti: 

Hatobangon, Alim ulama, atau tokoh adat dan perangkatnya. Namun terkadang 

tidak melibatkan hatobangon, alim ulama atau tokoh adat dan perangkat desa 

lainya. Hal ini tergatung kepada para ahli waris sebelum membagi harta warisan 

tersebut.
4
 

Basaruddin Nasution mengatakan sebagai anak tertua, setelah orangtua 

responden meninggal dunia, seluruh harta warisan jatuh ke tangannya. Sampai 

tiba saatnya harta warisan itu dibagi. Jadi dalam membagi harta warisan 

responden mengajak saudara-saudaranya dan tokoh adat atau hatobangon yang 

mengetahui cara pembagian harta warisan sesuai dengan adat-istiadat yang 

                                                 
4
Ramli Batubara, Wawancara, di DesaAekPardomuan, PadaTanggal 06 Maret 2016 
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berlaku. Dimana responden membaginya dengan cara bagi langsung dan 

responden menunjuk bagian dari saudaranya yang lain. Dan apabila ada harta 

yang luas maka anak laki-laki tertualah yang mendapatkannya tersebut.
5
 

Maruli Nasution mengatakan bahwasanya dia membagi harta warisan 

secara tidak merata kepada saudara-saudaranya. Dalam hal ini Maruli Nasution 

mempunyai 4 orang saudara kandung. Dimana anak laki-laki 3 orang dan anak 

perempuan 2 orang. Dan jumlah harta yang ditinggaglkan oleh orang tua berupa 

kebun karet sebanyak 3 hektar dan persawahan sebanyak 5 bagian yang dimana 

luas sawah tersebut tidak sama semua ukurannya: 

 1. Luas tanahnya, 60 x 30 M
2
. 

 2. Luas tanahnya,70 X 25 M 
2 

 3. Luas tanahnya, 60 X 15 X 30 M 
2 

4. Luas tanahnya, 60 X 50 M 
2 

 5. Luas tanahnya,80 X 60 M 
2 
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 Basaruddin Nasution, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 06 Maret 

2016 
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TABEL 

Keterangan Pembagian Harta Warisan Masing-Masing Ahli Waris Yang Di 

Bagikan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat. 

N

o 

Nama Kebun 

Karet 

Sawah/Luas Sawit 

1 Maruli Nasution 1 hektar - 80m X 60 

Meter 

2 Akhiruddin 

Nasution 

1 hektar 60 X 50 

Meter 

- 

3 Sawaluddin 

Nasution 

1 hektar 70 X 

25Meter 

- 

4 Nuriati Nasution - 60 X 30 

Meter 

- 

5 Nurliana 

Nasution 

- 60 X 15 X 

30 

Meter 

- 

 

Dimana satu bagian persawahan yang ukuran tanahnya seluas: 80 X 60 

Meter persegi, telah ditanami pohon sawit, dan  yang lainnya hanya dibuat 

sebagai lahan pertanian. Dari ukuran di atas, Maruli Nasution sebagai anak 

pertama mengambil bagian kebun sawit yang luas tanahnya 80 Meter x 60 
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Meter dan kebun karet seluas 1 Hektar. Akhiruddin Nasution sebagai anak ke-

2 mendapat bagian 1 Hektar kebun karet dan 60 Meter x 50 Meter lahan 

persawahan. Sawaluddin Nasution sebagai anak ke-3 memperoleh 1 Hektar 

kebun karet dan 70 Meter x 25 Meter lahan persawahan. Nuriati Nasution 

sebagai anak ke-4 memperoleh bagian sebanyak 60 Meter x 30 Meter 

persawahan, sedangkan Nurliana Nasution sebagai anak ke-5 sekaligus 

menjadi anak terakhir memperoleh bagian persawahan seluas 60 Meter x 15 

Meter x 30 Meter.
6
 

Berdasarkan hasil pembagian warisan di atas dapat kita lihat anak laki-

laki tertualah yang mendapat harta yang banyak. Sehingga yang lainnya tidak 

merasa puas dengan bagian masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan 

terjadinya perselisihan di antara meraka yang bersaudara. Karena lahan 

pertanian tersebut telah ditanami ketika ayah mereka masih  hidup dan yang 

menanam kebun sawit tersebut adalah anak laki-laki yang bungsu. Setelah 

ayah mereka meninggal, harta warisan yang ditinggalkan seluruhnya dipegang 

oleh anak laki-laki tertua sampai kepada hal pembagian. Ternyata sawit yang 

ditamani anak bungsu  semasa ayahnya masih hidup jatuh ke tangan anak laki-

laki tertua. 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Aek 

Pardomuan yaitu. Adurahman Dasopang berpendapat, jika kedua orang tua 

mereka telah meninggal dunia, maka anak laki-laki tertualah yang berhak 

                                                 
6
Maruli Nasution, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan,Pada Tanggal  03 Maret 2016 
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membagi harta warisan tersebut. Karena anak laki-laki tertualah yang 

bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara harta yang ditinggalkan oleh 

kedua orang tua mereka. Sebab, derajat anak tertua lebih tinggi dan tahu 

tentang seluk beluk harta peninggalan orang tua mereka, serta anak laki-laki 

tertua yang akan membagikan harta warisan tersebut kepada saudara-

saudaranya.
7
 

1. Faktor Adat Istiadat/ Kebiasaan 

Apabila dilihat dari segi kehidupan masyarakat Desa Aek Pardomuan 

yang terdapat di Sumatera Utara terdapat keragaman suku dan budaya. Yang 

mana dapat kita lihat pada suku-suku yang terdapat di Sumatera Utara. Salah 

satu contohnya adalah Suku Batak. Suku Batak terbagi lagi menjadi beberapa 

bagian yaitu batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, 

Batak Mandailing, Batak Tapanuli Selatan, dan sebagainya. 

Dalam hal ini Ronal Tambunan berpendapat bahwa masyarakat Desa 

Aek Pardomuan sebelumnya sudah menerapkan pembagian harta warisan 

secara adat-istidat atau bagi langsung apabila orang tua mereka telah 

meninggal dunia. Sebab masyarakat dulu belum mengenal bagaimana cara 

membagi harta warisan secara agama (Islam) dan juga masyarakat dulu belum 

mengenal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pembagian harta warisan jatuh 

kepada hak anak laki-laki tertua telah menjadi suatu kebisaan di Desa Aek 

                                                 
7
 Adurahman Dasopang, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan,Pada Tanggal 03 

Maret 2016 
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Pardomuan dari dulu hingga sekarang setelah kedua orangtua mereka 

meninggal dunia. 

 

Dalam adat-istiadat (kebiasaan) sangat banyak mengandung manfaat 

khususnya di masyarakat Desa Aek Paromuan yang dimulai dari tutur sapa, 

pernikahan, hingga sampai kepada pembagian harta warisan. Misalnya pada 

saat berlangsungya suatu acara pernikahan, adat- istiadat memiliki peran yang 

sangat penting seperti: Mangupa boru .
8
 

Pembagian harta waris sudah menjadi  hak anak laki-laki tertua dan 

merupakan kebiasaan yang menjadi kultur budaya yang tertanam sejak dulu. 

Fenomena yang terjadi dari pengaruh sosial di lingkungan masyarakat Desa 

Aek Pardomuan, masih sangat erat menganut adat istiadat. Sehingga apa yang 

sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sebagian masyarakat  Desa Aek 

Pardomuan berpendapat bahwa itu merupakan adat yang berlaku dan harus 

diikuti.
9
 

Munif Batubara mengatakan, sejak masa remaja dia sudah sering 

melihat pembagian harta warisan. Harta warisan tersebut jatuh kepada anak 

laki-laki tertua, apabila orang tua sudah meninggal. Sebagaimana halnya harta 

yang ditinggalkan ke dua orangtua meraka jatuh kepada abangnyatertua dan 

                                                 
8
 Ronal Tambunan, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 07 Maret 

2016 
9
 Alikan Tanjung, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 15  Maret 

2016 
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saudara-saudaranya yang lain tidak memiliki hak atas harta warisan tersebut 

sampai abang yang tertua membagikannya.
10

 

2. Faktor Kurangnya Ilmu Pengetahuan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden, 

Salah seorang responden yang bernama Toni Manulang mengatakan bahwa 

“pengetahuan yang dimilikinya mengenai harta warisan sudah cukup 

memadai begitu juga dengan pembagiannya. Pengetahuan ini diperoleh saat ia 

sekolah di Syekh Ahmad Basyir, walaupun ia tidak menyelesaikan 

pendidikannya sampai tamat”.
11

 Bahwa masyarakat belum memahami 

masalah pembagian harta warisan dengan baik dan benar dan juga tata cara 

pembagian harta warisan tersebut sebagaimana yang ada dalam agama Islam. 

Salah satu responden lagi yang bernama Filbahri Hasibuan 

mengatakan bahwa “ ketidak tahuan dan ketidak pahaman masyarakat Desa 

Aek Pardomuan ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan sehingga 

menyebabkan kurangnya pengetahuan khususnya mengenai pembagian harta 

warisan”. Pada dasarnya kita telah mengetahui bahwa pengetahuan yang 

dimiliki setiap individu sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang 

seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dibuktikan tidak 
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 Munif Batubara,Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 15  Maret 

2016 
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Toni Manulang,Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 08 Maret 

2016 
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terlaksananya pembagian harta warisan yang sesuai dengan pandangan agama 

(islam). 

 

Oleh sebab itu, kurangnya ilmu pengetahuan di masyarakat Desa Aek 

Pardomuan  tentang pembagian harta warisan, membuat mereka akhirnya 

menerapkan pembagian harta warisan secara adat atau sebagaimana yang 

telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu, yaitu pembagian harta warisan 

menjadi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta mereka.
12

 

3. Factor Kurangnya Ekonomi 

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari 

utamanya kehidupan keluarga. Jika kebutuhan sehari-hari saja tidak terpenuhi, 

bagaimana untuk biaya pendidikan anak-anak yang membutuhkan ilmu 

pengetahuan guna untuk melanjutkan kehidupan kemasa depan yang akan 

datang. Oleh karena itu, faktor ekonomi juga sangat menentukan tinggi 

rendahnya pendidikan seseorang.
13

 Dimana ekonomi juga sangat 

mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat di Desa Aek 

Pardomuan dalam pembagian harta warisan. Dan dalam pembagian harta 

warisan, anak laki-laki tertua tidak memandang kaya miskinnya saudara-

saudaranya, semua harta warisan akan dibagi rata. Akan tetapi sebagian 
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Filbahri Hasibuan, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 12 Maret 

2016 
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 Kidan Batubara, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 18Maret 

2016 
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masyarakat ada yang membagi harta warisan lebih banyak jatuh ketangan 

anak laki-laki yang tertua, ini merupakan salah satu permasalahan yang timbul 

di masyarakat Desa Aek Pardomuan dalam membagi  harta warisan.
14

 

Berdasarkan keterangan dari Dame Simamora, yang merupakan salah 

seorang tokoh masyarakat berpendapat jika ahli waris yang kehidupannya 

sudah bercukupan dari ahli waris lainnya. Maka seorang ahli waris akan 

menyerahkan sebahagian atau seluruh dari bagiannya secara suka rela kepada 

saudaranya yang lebih membutuhkan dan  kehidupan keluarganya masih 

kurang mencukupi. Akan tetapi kenyataannya di Desa Aek Pardomuan 

masyarakatnya tidak memandang dari ekonomi dalam membagi harta warisan 

yang dilakukan hak anak laki-laki tertua tersebut.
15

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi hak anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan setelah 

kedua orangtua meninggal. Didesa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola 

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor adat istiadat   

(kebiasaan), faktor kurangnya ilmu pengetahuan, dan faktor kurangnya 

ekonomi. 

C. Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Anak Laki-Laki Tertua Di 

Desa Aek Pardomuan Ditinjau Dari Hukum Islam. 

                                                 
14

Wandri Hasibuan,Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 18 Maret 

2016 
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Dame Simamora, Wawancara, di Desa Aek Pardomuan, Pada Tanggal 18 Maret 2016 
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Dari pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak 

laki-laki tertua di Desa Aek Pardmuan hanya berdasarkan hukum adat 

(kebiasaan), dalam hal membagi harta warisan sehingga menimbulkan 

perselisihan di dalam keluarga. Sebab pembagian harta warisan yang 

dilakukan anak laki-laki tertua di Desa Aek Pardmuan  tentu saja sah dalam 

hukum adat.
16

 

Walaupun harta yang diterima oleh ahli waris yang lain tidak sama 

banyaknya dengan anak yang tertua. Dimana anak laki-laki tertua secara garis 

besar untuk memperkaya dirinya sendiri dari saudaranya yang lain. Meskipun 

sering terjadi perselisihan dan tidak memghasikan norma-norma yang baik 

bagi masyarakat Desa Aek Pardomuan masih saja mereka memakai hukum 

adat sebagai tombak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua 

orang tua. 

Berdasakan hukum islam (Syari’at Islam) uraian di atas penulis dapat 

memahami bahawa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan 

oleh anak laki-laki tertua yang mana anak tertua memperleh harta yang 

banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Tidak sah hukumnya bila ditinjau 

dari hukum islam. Sebab anak laki-laki tertua tidak adil membagi harta 

warisan kepada saudaranya yang lain. 
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 Muslim siregar, Wawancara, di Desa Aek Pardmuan, Pada Tanggal 12 Maret 

2016 
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Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam yang diturunkan Allah 

SWT, yang ajarannya mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana 

dalam pembagian harta warisan. Dalam pandangan hukum islam apabila salah 

satu kedua orang tua meninggal dunia. Sudah ditetapkan siapa-siapa yang 

berhak menerima harta warisan tersebut. 

Sebagaimana dijelaska dalam al-Qur’an Q.S An-Nisa [4] 11: 

                                  

                                   

                                  

                                 

                  

    

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu : Bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat 
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(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
17

  

 

 

 

Dari ayat di atas Allah telah menetapakan bagian harta warisan dari 

harta peninggalan  orang tua, yang diwariskan kepada ibu dan anak-anaknya. 

Bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan juga dapat kita lihat dalam al-

Qur’an, Hadis, Ijtihad dan pada pasal 176 membuat KHI sebagai sumber 

hukum Islam yang telah membuat suatu ketetapan yang jelas tentang masalah 

waris. Dengan demikian dasar hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam 

adalah pasal 176 KHI yang membahas bagaimana tata cara pembagian harta 

warisan tersebut. 

D. ANALISIS PENULIS 

Fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kebanyakan masyarakat 

tidak mengetahui bagian-bagian ahli waris yang di tetapkan dalam (al-Qur’an dan 

Hadist). Sehingga pembagian harta warisan di Desa Aek Pardomuan hanya 

berdasarkan apa yang menjadi pemahaman mereka. Sebagaimana yang dilakukan 

oleh anak laki-laki tertua dalam membagi harta warisan. Ketidak tahuan 

masyarakat Desa Aek Pardomuan ini disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya: Faktoradat istiadat/kebiasaan, faktor kurangnya ilmu pengetahuan, dan 

faktor kurangnya ekonomi. Sebagian masyarakat di Desa Aek Pardomuan 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya  (Bandung: CV Penerbit J-Art 

2004), hal. 78. 
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mengetahui pembagian harta warisan sesuai dengan anjuran al-Qur’an. Akan 

tetapi sagat sulit menerapkannya. Karena dalam penyelesaian pembagian harta 

warisan selalu mengutamakan musyawarah. 

Berdasarkan penjelasan di atas dalam pelaksanaan pembagian harta 

warisan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Penulis menyimpulkan mengenai pembagian harta warisan 

merupakan hak anak laki-laki tertua yang membagi harta peninggalan kedua 

orang tua mereka. 

Jika kedua orangtua telah meninggal maka harta yang ditinggalkan akan 

jatuh ke tangan anak laki-laki tertua. Dan anak laki-laki tertua akan menguasai 

seluruh harta warisan dan tanggung jawabnya untuk memelihara dan 

membagikannya kepada ahli waris yang lain. 

Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten 

Tapanuli Selatan memahami pembagian harta warisan sesuai dengan yang 

terdapat dalam al-Qur’an dan mengetahui pembagian harta waris tersebut, maka 

perselisihan di antara mereka bersaudara tentu tidak terjadi karena sesuai dengan 

yang di syari’atkan oleh agama. Penulis menganalisa hal tersebut tentu sah-sah 

saja tidak ada permasalahan, walaupun banyak masalah yang timbul akibat 

pembagian harta warisan yang di lakukan anak laki-laki tertua. 

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan 

Angkola Sangkunur KabupatenTapanuli Selatan. Pembagian harta warisan yang 

di lakukan anak laki-laki tertua tidak memandang bagaimana kondisi ekonomi 
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setiap ahli waris. Tapi kenyataannya di masyarakat Desa Aek Pardomuan, apabila 

jatuh kepada pembagian harta warisan anak laki-laki tertua tidak memandang 

bagaimana kondisi ekonomi keluarga yang lain. Sebab sudah kebiasan di 

masyarakat Desa Aek Pardomuan dari zaman dulu hingga sekarang. 

Kurangnya ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir dan cara 

pandang antara satu individu dengan individu lainnya terhadap masalah yang 

sedang dihadapi. Tinggi rendahnya pendidikan juga sangat di tentukan oleh faktor 

ekonomi jika ekonomi sebuah keluarga rendah dan tidak mencukupi untuk hidup 

sehari-hari, maka sudah tentu akan kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-

anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian penelitian ini sebelumnya, penulis berkesimpulan 

bahwa:  

1. Masyarakat Desa Aek Pardomuan yang penduduknya mayoritas muslim 

tidak menerapakan hukum islam dalam membagi harta warisan. 

Penduduknya lebih mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan 

berbagai masalah, termasuk dalam pembagian harta warisan. Pembagianharta 

warisan di Desa Aek Pardomuan jatuh ketangan anak laki-laki tertua setelah 

kedua orangtua meninggal. Karena anak laki-laki tertua yang berkuasa, yang 

tahu tentang seluk beluk harta peninggalan orangtua, dan bertanggung jawab 

untuk menjaga serta memelihara harta warisan, kemudian membagi harta 

warisan kepada saudara-saudaranya. 

2. Pembagian harta warisan oleh anak laki-laki tertua menimbulkan 

perselisihandan terputusnya tali persaudaraan diantara saudara-saudaranya 

karena tidak ada keadilan dalam membagi harta tersebut. Sebab anak laki-

laki tertua tentu mengambil bagian yang banyak seperti tanah yang luas.  

3. Pembagian harta warisan yang dilakukan anak tertua yang berdasarkan 

hukum adat. Tidak sah hukumnya bila ditinjau dari hukum Islam. Sebab anak 

laki-laki tertua tidak adil dalam membagi harta warisan kepada saudaranya 

yang lain. 
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B. SARAN-SARAN 

Pada Bagian Terakhir, Penulis ingin memberikan beberapa saran-saran 

pada masyarakat Desa Aek Pardomuan, Kepada Pemerintah atau lembaga-

lembaga keagamaan yang ada di Tapanuli Selatan. 

1. Kepada Bapak  Kepala Desa Aek Pardomuan, agar mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat dengan mendatangkan lembaga-lembaga keagamaan, 

semisal Majlis Ulama Indonesia menjelaskan bagaimana seharusnya cara 

pembagian harta warisan serta mustahak warisan. Sehingga masyarakat Desa 

Aek Pardomuan mengerti dalam membagi harta warisan secara agama Islam. 

2. Kepada Tokoh Adat, Hatobangon dan Tokoh masyarakat lainnya khususnya 

yang memahami tentang pembagian waris secara agama, supaya mendukung 

program sosialisasi yang diadakan oleh kepala Desa. Sehingga tradisi-tradisi 

yang berkembang dimasyarakat yang bertentangan dengan Syari’at bisa secara 

berlahan-lahan dihilangkan. 

3. Kepada setiap lapisan masyarakat Desa Aek Pardomuan, agar antusiasi 

mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, supaya tidak terjebak dalam memahami tata 

cara pembagian harta warisan yang turun temurun/ berdasarkan adat istiadat. 

Sekianlah saran yang dapat di diberikan penulis dalam skripsi ini. Semoga 

saran-saran tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di ucapakan 

terimah kasih. 
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kecamatan angkola sangkunur kabupaten tapanuli selatan? 
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